
WALI KOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA 

NOMOR 20 TAHUN 2026 

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang 

berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan 

berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi 

dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan 

kebijakan yang jelas melalui penyusunan perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah terdapat dinamika pembangunan yang 

mendorong perlu dilakukan penyesuaian pada target 

proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian 

hukum terhadap penyesuaian pelaksanaan 

perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu 

diatur dalam Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat . . .
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.

*

5. Rencana . . .
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5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

6. Perubahan RKPD adalah penyesuaian berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026 

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2026 mejadi pedoman dalam:

a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat 

Daerah tahun anggaran 2026;

b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran 

dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan 

dan belanja daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I berisi pendahuluan;

b. bab II berisi evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun 2026;

c. bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan 

Daerah;

e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan

f. bab VI berisi penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Perubahan RKPD tahun 2026 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini.

BAB III . . .

*■ H
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal 24 Juli 2026

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

*

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 26



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA 

NOMOR 20 TAHUN 2026 
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2026
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Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini disusun guna 

menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara.

WALI KOTA SURAKARTA,/
RESPATI ACDMAD ARDIANTO *



BAB VI 
PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Surakarta Tahun 2026 disusun sebagai respons terhadap 
berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 
daerah. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan asumsi dasar 
ekonomi makro, kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak, pergeseran alokasi 
anggaran, sinkronisasi prioritas belanja, serta penyesuaian kebijakan perangkat daerah. 
Perubahan RKPD juga diperlukan guna memastikan keterpaduan antara dokumen 
perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk dalam mengakomodasi kegiatan 
yang mendesak namun belum terakomodasi dalam APBD Tahun 2026, penyesuaian 
struktur organisasi perangkat daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dengan 
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta penyesuaian terhadap penggunaan 
anggaran yang dilakukan melalui mekanisme izin mendahului Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2026.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki peran strategis sebagai 
landasan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyusunannya 
menjadi acuan dalam proses perubahan kebijakan pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota tentang 
Perubahan RKPD. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) Perubahan APBD yang akan dibahas dan disepakati bersama DPRD. Selain itu, 
Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun 
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Agar pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 berjalan secara efektif dan 
mencapai tujuan yang diharapkan, beberapa ketentuan perlu menjadi perhatian seluruh 
pemangku kepentingan, sebagai berikut:
1. Setiap perangkat daerah wajib menyusun Perubahan Renja Tahun 2026 yang 

berpedoman pada Perubahan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 
2029.

2. Substansi Perubahan RKPD harus diterjemahkan ke dalam dokumen Perubahan 
KUA dan Perubahan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan 
APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

3. Untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 
Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi 
terhadap implementasi Perubahan RKPD tahun 2026.

4. Perangkat daerah harus melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam 
perubahan RKPD Kota Surakarta Tahun 2026 secara konsisten sesuai ketentuan 
yang berlaku.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, perguruan tinggi dan 
masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan, pengawasan, serta 
memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan daerah dalam perubahan 
RKPD Kota Surakarta Tahun 2026 berjalan secara efektif, akuntabel, dan 
memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
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